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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan Bantuan Langsung 

Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima, dapat disimpulkan: 

5.1.1 Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terbukti efekti dalam mencegah 

penyalahgunaan dana bantuan sehingga dana tersebut dapat dengan 

tepat sasaran dan memberikan banyak manfaan yang maksimal bagi 

masyarakat Desa Rato. 

5.1.2 Dalam hal ini peran BPD sebagai lembaga pengawas sangat penting 

untuk memastikan transparasi, akuntabilitas dan keadilan dalam 

penyaluran dan penggunaan dana bantuan 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

5.2.1 Penting untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan 

secara adil dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan., 

Perlu diperhatikan agar tidak ada kesenjangan atau diskriminasi 

dalam penyaluran bantuan. Mekanisme distribusi harus diperbaiki 

agar mencapai kesetaraan dalam mendistribusikan bantuan kepada 

seluruh masyarakat Desa Rato. 
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5.2.2 Evaluasi ini harus dilakukan sebagai dasar untuk perbaikan 

berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi program, perlu 

adanya komunikasi terbuka antara pihak-pihak terkait untuk 

memperbaiki dan meningkatkan program ini secara 

berkesinambungan. 

5.2.3 Peran BPD dalam pengawasan BLT sangat penting diperlukan 

peningkatan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap nama-

nama penerima bantuan untuk memastikan transparansi, 

akuntabilitas, dan keadilan dalam penyaluran BLT agar tidak salah 

sasaran. 
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Hasil Wawancara dengan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap Pelaksanaan Pengeluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rato 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2021: 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

 

Apakah BLT Dana Desa bisa 

dibagi rata untuk semua penduduk 

yang beroperasi covid-19? 

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi 

Kepala Desa, karena disaat pendataan 

banyak warga yang mengaku miskin 

dan kehilangan mata pencaharian, 

sehingga ada beberapa Kepala Desa 

yang berinisiatif membagi BLT kepada 

semua warganya. Tentu saja pembagian 

untuk semua warga bertentangan 

dengan aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, baik aturan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Desa, 

Kementerian Dalam Negeri maupun 

KementerianPPP Keuangan. Salah satu 

alasan bahwa BLT Dana Desa tidak 

bisa dibagi rata untuk semua penduduk 

adalah Permendesa 6 tahun 2020, yang 

mana disebutkan bahwa target 

penerima Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) adalah keluarga 

miskin non PKH/Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) antara lain: 

● kehilangan mata pencaharian 

● belum terdata (exclusion error) dan 

● memiliki anggota keluarga yang 

rentan sakit menahun/kronis. 

2 Bagaimana jika anggaran yang 

dialokasikan tidak mencukupi 

karena jumlah keluarga miskin 

terlalu besar? 

Kepala Desa dapat mengajukan 

permohonan penambahan alokasi 

kepada Bupati/Walikota jika anggaran 

yang dialokasikan tidak mencukupi 

karena jumlah keluarga miskin terlalu 

besar. 
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3 Jika ada anggota keluarga yang 

rentan sakit menahun/kronis yang 

berasal dari keluar mampu, 

apakah bisa diberikan BLT Dana 

Desa? 

Hampir sama dengan pertanyaan nomor 

satu, BLT Dana Desa hanya bisa 

diberikan hanya untuk keluarga miskin, 

sesuai dengan isi salah satu poin 

Permendesa nomor 6 tahun 2020, yang 

mana disebutkan bahwa target 

penerima bantuan Langsung Tunai 

(BLT) adalah keluarga miskin non 

PKH/Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) antara lain: 

● kehilangan mata pencaharian 

● belum terdata (exclusion error) dan 

● memiliki anggota keluarga yang 

rentan sakit menahun/kronis. 

Pada surat Menteri Desa nomor 

1261/PRI.00/IV/2020 juga disebutkan 

bahwa Dana Desa dapat digunakan 

untuk bantuan langsung tunai kepada 

keluarga miskin di Desa. 

4 Bagaimana jika desa tidak 

menganggarkan BLT Dana Desa? 

Jika Dana Desa tidak dianggarkan 

untuk BLT, desa tersebut akan 

mendapatkan sanksi sebagaimana 

tertulis dalam pasal 47A bahwa : 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak 

menganggarkan dan tidak 

melaksanakan kegiatan BLT Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32A ayat (2), dikenakan sanksi 

berupa penghentian Dana Desa 

tahap III tahun anggaran berjalan 

(2) Pemerintah Desa berstatus Desa 

mandiri yang tidak menganggarkan 

dan tidak melaksanakan kegiatan 

BLT Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan 

sanksi berupa pemotongan Dana 
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Desa sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari Dana Desa yang akan 

disalurkan pada tahap II tahun 

anggaran berikutnya. 

5 Bagaimana tahapan pendataan dan 

penyaluran BLT Dana Desa? 

Mekanisme Pendataan dan Penyaluran 

BLT Dana Desa harus berpedoman 

pada aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, yaitu ketentuan dari 

Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan 

Menteri Dalam Negeri. 
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